
 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi 

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat di simpulkan bahwa adanya program 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa 

Wederok Kecematan Weliman Kabupaten Malaka belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik. 

 
Untuk melihat hasil evaluasi dalam pelaksanaan di Desa wederok 

 

Kecematan Weliman Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut: 

 

1. Proses menunjukan bahwa Suatu pelaksanaan kebijakan dengan adanya 

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan informasi, wewenang dan 

fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam 

pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tersebut haruslah memadai sarana dan 

praserana untuk mendukung suatu pelaksanaan implementasi program kartu 

Indonesia sehat (KIS) 

 
2. Tujuan Kebijakan ini pada dasarnya adalah suatu program pemerintah yang 

bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi 

setiap masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, dan tujuan tersebut harus 

dilakukan oleh instansi yang memiliki suatu wewenang dalam rangka 
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penyelenggaraan tugas pemerintah agar dapat hidup sehat, produktif, dan 

sejahtera dalam suatu kebijakan tertentu 

 

3. Dampak/ Efek. adalah suatu kelambatan atau kekurangan faktor input keadaan 

ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada 

waktu yang dibutuhkan, atau mugkin karena salah satu faktor dalam 

kombinasi faktor-faktor yang di harapkan tidak cukup dalam implementasi 

KIS diantaranya seperti kurangnya ketelitian para aparat pelaksanaan dalam 

menjalankan program kartu indonesia sehat (KIS) serta kurangnya fasilitas 

pelayanan kesehatan yang kuarang memadai. 

 

4. Tingkat Perubahan Dimana tingkat pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan kesehatan pemerintah selalu mamadai 

 

 
5.2 Saran 

Demi Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang lebih baik, 

maka penulis ingin memberi saran terhadap pihak yang terkait di Desa Wederok, 

sebagai berikut 

 

1. Di sarankan kepada petugas BPJS kesahatan untuk meningkatkan sosialisasi 

dan edukasi tentang jaminan kesehatan nasional di tingkat masyarakat agar 

dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jaminan program Kartu 

Indonesia Sehat (KIS). 

 
2. Di sarankan kepada petugas pelaksana program Kartu Indonesia Sehat (KIS) 

untuk perlu meningkatkan keberhasilan implementasi program ini dimasa 

depan. 
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3. Kepada pemerintah Desa perlu melaksanakan pelatihan dalam rangka 

peningkatan kualitas SDM aparatur, meningkatkan pendanaan dan sarana 

prasarana aparatur guna mendukung pelaksanaan Implementasi Program Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) 

 
4. Kepada pemerintah Desa juga perlu meningkatkan koordinasi antara 

pegawai/aparat yang terlibat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia 

Sehat (KIS). 

 
5. Harus adanya kesadaran masyarakat tentang penting program Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) karena dengan adanya kebijakan program ini dapat membantu 

meringankan biaya pengobatan. 

 
6. Disarankan kepada masyarakat yang masih tergolong kurang mampu agar 

segera mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya untuk menjadi 

peserta JKN-KIS karena program ini juga bersifat wajib bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. 
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